
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan 
dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa serta 
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 
2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan 
dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa serta 
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 
2016; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 278); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5717); 

- a 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 
2015 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1934); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 
ten tang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses 
Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2004 Nomor 64); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 
4. Dinas Pendapatari, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Kebumen. 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian 
Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di 
K.abupaten Kebumen Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2016 Nomor 15) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2016 
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN 
DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 

MEMUTUSKAN : 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah K.abupaten Kebumen Tahun 2010 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 36); 

22. Peraturan Daerah K.abupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 
2010 ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
{Lembaran Daerah Ka bu paten Kebumen Tahun 2010 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 93); 

23. Peraturan Daerah K.abupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 

Menetapkan 



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat 
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kebumen. 

6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan 
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan 

geografis. 

a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah 
penduduk; 

b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka 
kemiskinan; 

(1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara 
berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; dan 
b. Alokasi Formula. 

(2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara 
membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah desa di 
Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran 
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016. 

(3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dihitung dengan memperhatikan 
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas 
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap 
Desa. 

(3a) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan bobot sebagai 
berikut: 

Pasal3 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan 
diantara Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (3a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

16. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh 
Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis 
disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau 
Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa 
yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir 
tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran APBDesa. 

1 7. Rencana Anggaran Bia ya yang selanjutnya disingkat 
RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan. 



(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Desa. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. Tahap I, setelah dana ditransfer dari Rekening Kas 
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, 
sebesar 60% (enam puluh persen); dan 

b. Tahap II pada bulan Agustus atau setelah dana 
ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke 
Rekening Kas Umum Daerah, sebesar 40% (empat 
puluh persen). 

(3) Dihapus. 
(4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah 

ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas 
Umum Daerah. 

Pasal 5 

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan Pasal 5 ayat (3) 
dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

DDkab 
ADkab 

Z4 

Z3 

Z2 

rasio jumlah penduduk setiap Desa 
terhadap total penduduk Desa se­ 
Kabupaten. 
rasio jumlah penduduk miskin setiap 
Desa terhadap total penduduk miskin 
Desa se-Kabupaten. 
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 
luas wilayah Desa se-Kabupaten. 
rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap 
Desa terhadap total Indeks Kesulitan 
Geografis Desa se-Kabupaten. 
pagu Dana Desa kabupaten 
besaran Alokasi Dasar untuk setiap 
Desa dikalikan jumlah desa dalam 
kabupaten. 

Zl 

Keterangan: 
AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa. 

AF setiap Desa = {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + 
(0,30 * Z4)} * (DDkab - ADkab) 

(4) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilakukan dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 



( 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat 
setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa Tahap I dan laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa tahunan kepada Bupati. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 

Pasal 17 

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 1 7 berbunyi 
sebagai berikut: 

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 

Pasal 7 
( 1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah 

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana 
Desa Tahap I kepada Bupati. 

(2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , menunjukkan paling sedikit 
Dana Desa Tahap I telah digunakan se besar 50% (lima 
puluh persen). 

(3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana 
Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli 
tahun anggaran berjalan. 

( 4) Dihapus. 

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal6 
(1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah 

Kepala Desa menyampaikan : 
a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016 

kepada Bupati; dan 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2015. 
(2) Dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 
berbunyi sebagai berikut: 

(5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setelah Desa mengajukan permohonan 
pencairan dan telah diverifikasi oleh Bapermades serta 
dinyatakan lengkap oleh DPPKAD. 



(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana 
Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ditemukan Sisa Dana Desa di 
Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), 
Bupati: 

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai 
Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; 
dan/atau 

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk 
melakukan pemeriksaan. 

(2) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% 
(tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada 
tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya 
sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut. 

(4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 
ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan 
mendahului penetapan peraturan desa tentang 
Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan 
peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran 
APBDesa dan memberitahukan kepada Badan 
Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung 
dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa 
atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan 
Perubahan APBDesa. 

Pasal 19 

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi 
se bagai beriku t : 

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana 
Desa di Rekening Kas Desa. 

Pasal 18 

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi 
se bagai beriku t : 

a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli 
tahun anggaran berjalan; 

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan 
paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun 
anggaran berikutnya. 



(1) Bupati menunda penyaluran Tahap II Dana Desa, 
dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Dihapus. 

Pasal 21 

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 21 
berbunyi sebagai berikut: 

a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun 
anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh 
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; 
dan/atau 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun 
anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa 
yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana 
Desa Tahap I tidak dilakukan. 

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai 
dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun 
anggaran sebelumnya telah direalisasikan 
penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa di 
Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% 
(tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan 
Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran 
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh 
persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan 
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II. 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I, dalam 
hal: 

Pasal 20 
se bagai beriku t : 

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi 



(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa 
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1), masih terdapat Sisa Dana Desa di 
Rekening Kas Desa lebih dari 30o/o (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada penyaluran 
Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan 
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Pasal 23 

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 
berbunyi sebagai berikut: 

(1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21, 
sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dan Pasal 7 oleh 
Bupati dan/ atau terdapat usulan dari aparat pengawas 
fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 20 ayat ( 1) 
huruf a dan Pasal 21 berlangsung sampai dengan akhir 
bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa 
tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan 
menjadi Sisa Dana di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri 
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan dan wajib menganggarkan kembali untuk 
disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 
bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang 
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun 
anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam 
APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 22 

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi 
sebagai berikut: 

- a 



Pembina Tingkat I 
NIP. 19720723 199803 1 006 

----­ r:,O, - AMIN :R:A-l=f:MAN 

Salinan ses 
KEP/tLA 

SETDA KAB 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 21 

ADI PANDOYO 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN, 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 22 April 2016 

MOHAMMAD YAHYA FUAD 

ttd. 

BUPATI KEBUMEN 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 22 April 2016 

orang mengetahui, memerintahkan 
Peraturan Bupati mi dengan 

dalam Berita Daerah Ka bu paten 

Agar setiap 
pengundangan 
menempatkannya 
Kebumen. 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 


